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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG 

TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh;  

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSPLANTASI 

ORGAN DAN JARINGAN TUBUH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan 

dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit 

dan pemulihan kesehatan resipien. 

2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang 

bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam 

tubuh. 

3. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai 

bentuk dan faal/fungsi yang sama dan tertentu, yang 

berdasarkan kemampuan regeneratifnya terdiri atas 

jaringan yang dapat pulih kembali dan jaringan yang 

tidak dapat pulih kembali. 

4. Pendonor adalah orang yang menyumbangkan Organ 

dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk 

tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan resipien. 

5. Resipien adalah orang yang menerima Organ dan/atau 

Jaringan tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan. 

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
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Pasal 2 

Pengaturan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh 

bertujuan untuk: 

a. menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, 

kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan 

Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi 

Pendonor maupun Resipien; 

b. meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan 

Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan penyakit, 

pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas 

hidup; 

c. memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan 

kesehatan manusia; dan 

d. melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan 

Resipien. 

 

Pasal 3 

(1) Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh 

dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan 

dilarang untuk dikomersialkan.  

(2) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pendonor 

dengan sukarela. 

(3) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan 

dengan dalih apapun.  

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.  

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan 

donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan. 

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung 

upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ 
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dan Jaringan melalui kegiatan pengerahan Pendonor. 

(4) Pengerahan Pendonor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa fasilitasi pembuatan wasiat medik dan 

kegiatan pengerahan Pendonor lain. 

 

BAB II 

TRANSPLANTASI ORGAN 

 

Bagian Kesatu 

Rumah Sakit Penyelenggara Transplantasi Organ 

 

Pasal 5 

(1) Transplantasi Organ hanya dapat diselenggarakan di 

rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit 

penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus memenuhi 

persyaratan paling sedikit terdiri atas: 

a.  terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. memiliki tim Transplantasi, yang beranggotakan 

dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan 

lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan 

di bidang Transplantasi Organ; dan 

c. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi 

Organ. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan jenis 

masing-masing Transplantasi Organ. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit 

penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri.  
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Bagian Kedua 

Pendonor dan Resipien 

 

Pasal 6 

(1) Pendonor pada Transplantasi Organ terdiri atas: 

a. Pendonor hidup; dan  

b. Pendonor mati batang otak/mati otak. 

(2) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan Pendonor yang Organ tubuhnya 

diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup.  

(3) Pendonor mati batang otak/mati otak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pendonor 

yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang 

bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak/mati 

otak di rumah sakit, yang proses penentuannya harus 

memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

(1) Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) berasal dari: 

a. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau 

suami/istri; atau 

b. Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, 

dengan Resipien. 

(2) Pendonor yang memiliki hubungan darah atau 

suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dapat mendonorkan Organ tubuhnya untuk Resipien 

yang memiliki hubungan darah atau suami/istri 

dengan Pendonor. 

(3) Hubungan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, 

dan saudara kandung Pendonor.  

(4) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hasil 

seleksi sesuai urutan daftar tunggu, kecuali bagi 

Pendonor yang memiliki hubungan darah atau 
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